LAMPIRAN

FORMAT SURAT PERMOHONAN PEMBAYARAN TANAH SISA

Hal : Permohonan Pembayaran Tanah Sisa

Yth. Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah

di

Sehubungan dengan pelaksanaan Pengadaan Tanah Pembangunan
................... (nama kegiatan Pengadaan Tanah), yang berlokasi di
Desa/Kelurahan...... , Kecamatan...... , Kabupaten/Kota ...... Provinsi ...... .
dengan ini saya:
1. Nama L et aaas
2. Pekerjaan e
3. Alamat L et aaaaan
4. NIK/Identitas diri lainnya L et aanaaaa

mengajukan permohonan pembayaran Ganti Kerugian terhadap tanah sisa
milik saya yang tidak lagi dapat difungsikan sesuai dengan peruntukan dan
penggunaannya, sebagai berikut:

1. Letak Tanah :

Desa/Kelurahan T et ene e ae e

Kecamatan N
Kabupaten/Kota L et ene e aea e

Provinsi N

Nomor Lembar Peta PP

NIS/Nomor Bidang Tanah L et a e

Luas tanah keseluruhan D s m?

Luas tanah yang terkena Pengadaan Tanah :.................. m?

Luas tanah sisa HTSP m?

oorwN

Demikian surat permohonan ini saya ajukan untuk dapat
dipertimbangkan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Yang mengajukan permohonan,
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FORMAT BERITA ACARA HASIL KAJIAN TANAH SISA

KOP INSTANSI
BERITA ACARA
HASIL KAJIAN TANAH SISA
NOMOR: .......ceunveen.
Pada hari ini ........ tanggal ........ bulan ........ tahun ........ (dd/mm/yy),
telah dilakukan kajian terhadap tanah sisa berdasarkan hasil survei di
lapangan serta analisa data dukung lainnya ... (uraian kondisi fisik dan lain-

lain) dengan hasil sebagai berikut:

Nama Tanggal Letak .
No. Pemohon Permotglgonan Luas ta ; ah NIS Rekomendasi*) | Keterangan
1 2 3 4 S5 6 7
1.
2.
3.
dst

Demikian Berita Acara Hasil Kajian Tanah Sisa ini dibuat untuk dapat
digunakan sebagaimana mestinya.

Instansi teknis terkait, Instansi yang Memerlukan Tanah,
CAP dan TTD CAP dan TTD
Nama ............ Nama ............
NIP. ............ NIP. ..ovvnenen
Pelaksana Pengadaan Tanah
Ketua,

CAP dan TTD

Nama ............

NIP. ............

*)Hasil rekomendasi:
1. dapat diberikan Ganti Kerugian;
2. tidak dapat diberikan Ganti Kerugian;
(apabila tidak diberikan Ganti Kerugian jelaskan alasannya)
3. diberikan akses terhadap tanah sisa atau terdampak.
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SURAT KEPUTUSAN PENETAPAN LOKASI

GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN
NOMOR 188.44/ 0783 /KUM/2020

TENTANG

PENETAPAN LOKASI UNTUK PEMBEBASAN LAHAN JALAN ALTERNATIF AKSES

Menimbang:

Mengingat:

BANDARA SYAMSUDIN NOOR KOTA BANJARBARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

bahwa letak lokasi Pembebasan Lahan Jalan Alternatif Akses
Bandara Syamsudin Noor Kota Banjarbaru telah sesuai dengan
Rencana Tata Ruang Wilayah dan Pembangunan, maka
dipandang perlu menetapkan lahan lokasi dimaksud;

bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012
tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan
Untuk Kepentingan Umum scbagaimana telah diubah beberapa
kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015
tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 71
Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi
Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, dipandang periu
menetapkan Lokasi Untuk Pembebasan Lahan Jalan Alternatif
Akses Bandara Syamsudin Noor Kota Banjarbaru Provinsi
Kalimantan Selatan dalam sebuah Keputusan Gubernur;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur;
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang
Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang
Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai
Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan
sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1106);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar
Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2043);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
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10.

11.

12.

il

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4725);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan
Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daecrah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indenesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan
Barang Milik Negara/Dacrah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014
tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang
Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil
Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6224);

Peraturan Presiden Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang
Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk
Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 156) scbagaimana telah diubah beberapa
kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 148
Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan
Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan
Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 366);
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13.

14,

15.

16.

17.

18.

19.

21.

-3-

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan
Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 33);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2011 tentang
Penyelenggaraan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil
Pemerintah di Wilayah Provinsi (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 342) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Keempat Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2011 tentang
Penyelenggaraan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil
Pemerintah di Wilayah Provinsi (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 51);

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5
Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan
Tanah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala
Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2012 tentang
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 648);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 tentang
Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Pengadaan Tanah Bagi
Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang Bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1120);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun
2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang
Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi
Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 100);
Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 084
Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Persiapan
Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan
Umum  (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan
Tahun 2014 Nomor 84);

Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 095
Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas,
Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan

Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan
Tahun 2019 Nomor 95);
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Menetapkan
KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

Tembusan:

-4 -

MEMUTUSKAN:

Keputusan Gubernur tentang Penctapan Lokasi untuk
Pembebasan Lahan Jalan Alternatif Akses Bandara Syamsudin
Noor Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan.

Penctapan Lokasi untuk Pembebasan Lahan Jalan Alternatif
Akses Bandara Syamsudin Noor Kota Banjarbaru dengan
panjang trase + 2,85 km lebar 50 meter serta luas + 14 Ha.

Peta dan detail lokasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KEDUA, scbagaimana tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur

mia.
Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 24 Movember 2020

Pit. GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

“’-

RUDY RESNAWAN

. Sckretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru.
. Walikota Banjarbaru di Banjarbaru.
. Inspektur Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru.

di Banjarbaru.

. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru.
. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Selatan

di Banjarmasin.

1
2
3
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan
5
6
7

. Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Banjarbaru di Banjarbaru.
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SURAT KEPUTUSAN PENETAPAN LOKASI SKALA KECIL

GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN
NOMOR 100.3.3.1/052% /KUM/2024

TENTANG

PENETAPAN LOKASI PEMBEBASAN LAHAN SKALA KECIL UNTUK PEMBANGUNAN
JALAN AKSES BANDARA SYAMSUDIN NOOR

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

Menimbang: a. bahwa sesuai amanat Pasal 44 Peraturan Pemerintah Nomor 19
Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi
Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, scbagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2023
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19
Tahun 2021 tentang Penyclenggaraan Pengadaan Tanah Bagi
Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Gubemnur
menetapkan lokasi rencana pembangunan untuk kepentingan
umum;

b. bahwa untuk menindaklanjuti Surat dari Kepala Kantor
Pertanahan Kota Banjarbaru Nomor AT.02.02/336-63.72/
111/2024 tanggal 04 Maret 2024 Perihal Fasilitasi Percepatan
Penyelesaian Sisa Tanah yang tidak bisa Dimanfaatkan
oleh Masyarakat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan
Gubernur;

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa
kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6801);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan
Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
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10.

-2

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201.4
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penctapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan  (Lembaran Negara Republik  Indonesia
Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor S5601) sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja mcnjam
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi
Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6779);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyclenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 604 1);

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang
Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil
Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6224);

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk
Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6631) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2023 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021
tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan
Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 102, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6885);

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara

T omn sl e J e el W e EENAML
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12

13.

14,

15.

16.

17.

-3-

Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan
Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden
Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas
Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan
Pelaksanaan Proyeck Strategis Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2011 tentang
Penyelenggaraan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil
Pemerintah di Wilayah Provinsi (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 342) scbagaimana telah beberapa
kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Keempat Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2011 tentang
Penyelenggaraan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil
Pemerintah di Wilayah Provinsi (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 51);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah
denga Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 157);

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor 19 Tahun 2021 tentang Ketentuan
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021
tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan
Untuk Kepentingan Umum (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 672);

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi
Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 100)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi
Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi
Kalimantan Selatan Tahun 2023 Nomor 3);

Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 084
Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Persiapan
Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan
Umum (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2014
Nomor 84);

Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 012
Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas,
Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan
Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan
Tahun 2023 Nomor 12);
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Menetapkan
KESATU X

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

Tembusan:

®N 9 o s wNe

olks
MEMUTUSKAN:

Keputusan Gubernur tentang Penetapan Lokasi Pembebasan Lahan
Skala Kecil Untuk Pembangunan Jalan Akses Bandara
Syamsudin Noor, dengan peta lokasi sebagaimana tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Keputusan Gubemur ini.

Menetapkan Lokasi Pembebasan Lahan Skala Kecil untuk
Pembangunan Jalan Akses Bandara Syamsudin Noor scluas
£1.123 m?di Kelurahan Guntung Payung Kecamatan Landasan Ulin
Kota Banjarbaru,

Penctapan Lokasi scbagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA,
berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun.

Scgala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan
Gubermnur ini, dibebankan pada Anggaran Instansi yang memerlukan
tanah,

Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Banjarbaru

)

sy

. Wali Kota Banjarbaru di Banjarbaru.

. Inspektur Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan
di Banjarbaru.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Selatan
di Banjarbaru,

Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Selatan
di Banjarbaru

Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi
Kalimantan Selatan di Banjarbaru,

. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru.

Kepala Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru di Banjarbaru.
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LAMPIRAN

KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

NOMOR 100.3.3.1/ 0522 /KUM/2024

TENTANG

PENETAPAN LOKASI PEMBEBASAN LAHAN SKALA KECIL UNTUK
PEMBANGUNAN JALAN AKSES BANDARA SYAMSUDIN NOOR

KONDISI LOKASI

PERUNTUKAN : PEMBEBASAN LAHAN SKALA KECIL
UNTUK PEMBANGUNAN JALAN AKSES BANDARA
SYAMSUDIN NOOR (SISA TANAH MASYARAKAT)

KONDISI EKSISTING : PERMUKIMAN

KELURAHAN/ DESA : GUNTUNG PAYUNG

KECAMATAN : LANDASAN ULIN

KABUPATEN/ KOTA : BANJARBARU

PROVINSI : KALIMANTAN SELATAN

LUAS s 1123 m2

LEGENDA

Rencana Jalan

§ Rencana Pembebasan Laban Sisa Tanah

Arahan Peruntukan RTRWP
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Muhammad Rizki Azhari lahir di Barabai, Kabupaten Hulu
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